
70 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini akan 

dipaparkan mengenai intisari/kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.. 

Intisari/kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Amnesti sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, berasal dari bahasa 

Yunani  “amnestia” yang memiliki arti melupakan. Amnesti sering 

diterapkan pada masa transisi rezim (politik) dan konflik internal negara. 

Amnesti adalah suatu hak prerogatif Presiden yang diberikan secara 

konstitusional untuk memberikan pengampunan atau penghapusan 

hukuman pidana. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam 

ruang lingkup yudikatif tanpa mengintervensi proses yudisial itu sendiri 

(mengingat bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka). Dengan diberikannya amnesti oleh Presiden menunjukkan 

adanya suatu keadaan tidak biasa yang menuntun seseorang untuk 

diberikan pengampunan/penghapusan pidana.  

b. Perkembangan pengaturan mengenai pemberian amnesti di Indonesia 

secara fundamental mengikuti perubahan konstitusi mengingat bahwa 

amnesti merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang diberikan 

oleh konstitusi. Pengaturan mendasar mengenai amnesti tercantum di 

dalam konstitusi dan diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 

Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, namun undang-undang 

tersebut belum diubah hingga saat ini. 

c. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang amnesti terdapat 

pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 

Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Peraturan 

perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara detail mengenai 

kriteria (ukuran) kasus apa saja yang dapat diberikan amnesti, siapa saja 

yang berhak mendapatkan amnesti, syarat-syarat apa saja yang perlu 
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dipenuhi agar amnesti dapat diberikan, alasan-alasan apa saja yang dapat 

dibenarkan dalam pemberian amnesti. 

d. Amnesti diberikan kepada seseorang yang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Teruntuk 

seseorang atau sekelompok orang yang sedang menjalani persidangan, 

pengampunan pidana diberikan dengan menghapuskan penuntutan 

melalui Abolisi. 

e. Presiden dibantu oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengurus urusan pemberian 

amnesti. Amnesti dapat diajukan melalui Kantor Staf Presiden dan/atau 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini tahapan pengajuan 

amnesti masih belum diatur dalam hukum positif Indonesia. 

f. Alasan pemberian amnesti secara formal hanya disebutkan dalam Pasal 

1, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang berbunyi 

“Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi 

kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana.”. 

Secara material meninjau dari bagian konsiderans beberapa Keputusan 

Presiden tentang Pemberian Amnesti, alasan diberikannya amnesti 

adalah sebagai berikut: 

a. Pembangunan nasional; 

b. Persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara; dan 

d. Memperkokoh Hak Asasi Manusia. 

g. Kriteria suatu keadaan sehingga amnesti dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

i. Subjek penerima amnesti adalah terpidana. 

ii. Mengganggu stabilitas negara. 

iii. Telah dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

h. Tujuan diberikannya amnesti adalah untuk menciptakan stabilitas 

negara, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan negara, mengakhiri 

konflik secara permanen, memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran 
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dan peningkatan pelaksanaan pembangunan suatu daerah, serta 

percepatan usaha rehabilitasi dan rekonsiliasi wilayah dan kehidupan 

masyarakat di suatu daerah. 

i. Amnesti tidak selalu diberikan kepada pelaku tindak pidana yang 

berkaitan dengan politik. Melihat keunikan amnesti yang diberikan 

kepada Baiq Nuril pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 

amnesti dapat diberikan kepada siapa pun yang menerima hukuman 

pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

j. Berkaitan dengan kasus Baiq Nuril, posisi perempuan sebagai terdakwa 

tidak disebutkan secara tegas dalam rumusan ketentuan “Perempuan 

Berhadapan Hukum” pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum, sehingga hal ini menjadi dugaan bahwa Hakim tidak 

menerapkan peraturan tersebut pada kasus Baiq Nuril. 

 

5.2. Saran 

Menelusuri esensi amnesti dengan meletakkan kasus Baiq Nuril sebagai 

tinjauan utama pada penelitian ini, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai 

pengaturan tentang amnesti serta kondisi lain terkait dengan pemberian amnesti. 

Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1) Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) perlu meninjau kembali 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang 

Penghapusan Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang tentang Amnesti. 

Kemudian segera mengundangkan undang-undang tersebut. 

2) Lembaga Yudikatif perlu memperhatikan keadaan mana yang berpotensi 

mengganggu stabilitas negara dengan tetap memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (ius constitutum). Kekuasaan 

Kehakiman sebagai pilar terakhir para pencari keadilan dituntut untuk 
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menciptakan preseden yang baik untuk diikuti oleh putusan-putusan 

hakim selanjutnya dalam kasus serupa. 

3) Baiq Nuril dan terdakwa lainnya dengan kasus serupa dapat mengajukan 

abolisi kepada Presiden untuk penghapusan penuntutan pada proses 

persidangan sebelum Hakim mengeluarkan putusan pengadilan. 

4) Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan 

Abolisi perlu segera diperbaharui karena sudah tidak relevan lagi dengan 

kondisi politik dan hukum saat ini. 

5) Perlu dilakukan pembatasan mengenai penerapan pemberian amnesti 

guna mencegah terjadinya impunitas hukum dan pemberian amnesti 

yang tidak tepat. Syarat-syarat mengenai pemberian amnesti harus 

memiliki ukuran objektif dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. 

6) Negara perlu melakukan pengkajian dan penyempurnaan mengenai 

pengaturan tentang amnesti di Indonesia. Penyempurnaan pengaturan 

tentang amnesti dapat dilakukan dalam ruang lingkup Eksekutif 

(Peraturan Presiden) atau Legislatif (Undang-Undang). 

7) Penyempurnaan pengaturan tentang amnesti sekurang-kurangnya 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia; 

c. Ketentuan amnesti dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB/United Nations) khususnya pada Dewan Hak Asasi 

Manusia (Human Rights Council), mengingat bahwa Indonesia 

merupakan anggota PBB; 

d. Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Amnesties, Office of 

The United Nations High Commissioner for Human Rights; 

e. Memberikan kepastian hukum khususnya menyangkut ukuran 

(alasan) objek persyaratan pemberian amnesti; 
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f. Kriteria yang jelas mengenai kepentingan negara yang 

tercantum dalam UU Amnesti (definisi dan indikator); dan 

g. Memberikan mekanisme/tahapan pemberian amnesti yang jelas. 

8) Mahkamah Agung perlu mempertegas perempuan sebagai terdakwa 

sebagai salah satu bagian dalam rumusan Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. 

9) Setiap penegak hukum perlu memperhatikan dan mempertimbangkan 

posisi terdakwa dalam penjatuhan hukuman terlebih kepada perempuan 

yang berhadapan dengan hukum. 
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